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ABSTRAK

Sintia Saputri Radjab, H1117164, “Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Perjudian di Kecamatan Kabila (StudiKasusPolsek Kabila)”

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi
yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di
Kecamatan Kabila (1), Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian untuk
menanggulangi tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Kabila (2).

Metode yang digunakan didalam penelitian ini penelitian normatif-empiris
merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsu
rhukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur
empiris.

Pembahasan peneliti ini  menunjukkan bahwa; Sebagai pihak yang
bertanggung jawab dalam ketertiban masyarakat terutama dalam mencegah
maraknya perjudian maka kepolisian khususnya Polsek Kabila melakukan
Pembinaan, dan penyuluhan (1) Kendala dalam pemberantasan perjudian di
Polsek Kabila yaitu Faktor Penegak Hukum yang kurang dalam hal
memberikansosialisasi, patrol dan kerjasama dengan masyarakat setempat dan
Factor Sarana/Fasilitas juga sangatlah berpengaruh terhadap kinerja dari pihak
kepolisian karena dengan minimnya sarana/fasilitas yang dimiliki Sektor Kabila
akan berpengaruh terhadap kinerja kepolisian(2).

Kata Kunci : Tindak Pidana Perjudian

viii



ABSTRACT

SintiaSaputriRadjab, H1117164, "Enforcement of Criminal Law Against
Gambling in Kabila District (Kabila Police Case Study)™*

This study aims to determine how the application of the sanctions imposed by the
police on gambling crimes in Kabila District (1). To find out the efforts of the
police to tackle gambling crimes in Kabila District (2).

The method used in this research is normative-empirical research, which in this
case combines elements of normative law which are then supported by the
addition of data or empirical elements.

This research discussion shows that; As the party responsible for public order,
especially in preventing the rampant gambling, the police, especially the Kabila
Police, conduct guidance and counseling (1) Obstacles in eradicating gambling at
the Kabila Police are law enforcement factors that are lacking in providing
outreach, patrolling and cooperating with the community local and facility
facilities / facilities also greatly affect the performance of the police because the
lack of facilities / facilities owned by the Kabila Sector will affect the performance
of the police (2).

Keywords: Gambling Crime
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga
dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga
agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang
diterima secara universal. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak
hanya mempertahankan apayang ada dan diterima dalam masyarakat tetapi
diluar itu hukum masih dapatmenjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan
mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum bertugas
untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan
setiap individu dalam masyarakat.

Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang
lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai
tujuan ini dapat dilakukan dengancara membatasi dan melindungi kepentingan
tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telahdiatur dalam
peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara
ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban
manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah ditemukan

sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku



Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah
mengenal permainan dadu.

Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam
permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat
berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk IndonesiaPerjudian pada
hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma
agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian
adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara
beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi
pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya
kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum
pertandingan dimulai.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) yang berbunyi “yang di sebut permainan judi adalah tiap-tiap
permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung
bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih
atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan
atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut
berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”. Perjudian
(gambling) dalam kamus Webster didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang
melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan

terjadinya suatu kerugian.

'Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta. HIm. 181.



Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin
merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat.Mulai dari
masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas
menggandrungi judi.Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak
mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara
sembunyi-sembunyi. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia
(world cup), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput
dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP
bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan
sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban
masyarakat. Berdasarkan Pasal 303 KUHP yang dan Pasal 303 bis KUHP
Jo.UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa
semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut
diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7
Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun.

Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas
untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta
untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparatur negara dan
penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian

tersebut.



Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga,
makanan, danlain-lain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu
komunitas. Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah
bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti
berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa
judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena
selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian
masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat
mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada
akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan
bahkan membunuh.

Dalam hal ini di Kecamatan Kabila tepatnya di Kelurahan Tumbihe sering
terjadi tindak pidana perjudian seperti togel dan permainan kartu remi. Pihak
kepolisian sudah pernah menertibkan masyarakat yang ada di kelurahan
Tumbihe untuk tidak lagi melakukan permainan judi ditempat itu dengan cara
menangkap beberapa masyarakat yang sedang bermain judi. Tapi hal itu tidak
bertahan lama setelah 10 hari kejadian penangkapan, masyarakat kembali
untuk melakukan perjudian di tempat yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu calon
peneliti untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal
ini peran pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian

khususnya di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sehingga calon



peneliti mengangkat judul“Penegakan Hukum Pidana terhadap Perjudian
di Kecamatan Kabila (Studi Kasus Polsek Kabila)”

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian
terhadap tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabila
2. Bagaimana factor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak

pidana perjudian di Kecamatan Kabila.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi yang dilakukan oleh
pihak kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kecamatan
Kabila.

2. Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian untuk menanggulangi
tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Kabila.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum
khusunya dalam hukum pidana berkaitan dengan Tindak Pidana
perjudian yang ada di Kecamatan Kabila.

2. Manfaat Praktis adalah memberikan masukan kepada peran penegak
hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian yang

Kecamatan Kabila



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana
2.1.1.Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “Stratbaar Feit”. Istilah
stratbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah
yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan
yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum
pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang
merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana,
perbuatan pidana atau tindak pidana.
Menurut J.E Jonkers® yang merumuskan peristiwa pidana sebagai
berikut :

“Perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang
yang dapat dipertanggungjawabkan”

Kemudian menurut Simons® yang merumuskan pengertian tindak
pidana adalah sebagai berikut :

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

sengaja ataupun tidak dengan sengaja  oleh seseorang yang dapat

2 Adami Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta. HIm. 75

* Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan,
UMM Press, Malang. him. 105.



dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang- undang
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Lebih lanjut
menurut Kanter dan Sianturi* memberikan pengertian tindak pidana sebagai
berikut :

“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaaan
tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh
Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan
oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus
belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia,
termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan
tindak pidana sebagai :

“Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan
hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.”

tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau
yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi
pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana,
ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “Asas legalitas” (Principle of

Legality). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada

* Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, PT. Rafika Aditama,
Bandung. him. 98

5 Komariah E. Sapardjaja, 2002, Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana
Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Y urisprudensi,
Alumni, Bandung. him. 22.



perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan
terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas inidikenal dengan
Adagium yaitu Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali
yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa
peraturan yang mendahuluinyaAdagium Nullum Delictum Noella Poena Sine
Praevia Lege Poenali, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum
pidana Jerman (1775-1833). Menurut von Feurbach, asas legalitas
mengandung tiga unsur, yaitu:

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang;

b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh
digunakan analogi, dan

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2.1.2.Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak
pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari
unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut :
a. Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam



hatinya.®

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut':

1.

2.

Kesengajaan atau kelalaian

Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam

kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang adahubungannya

dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana

tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan14. Unsur-unsur

objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut15 :

1.

2.

Sifat melawan hukum;

Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai

penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar:

Simons® secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai

berikut :

°P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum
Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. him. 192.
" Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. him. 5.
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a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak
berbuat atau membiarkan);

b. Diancam dengan pidana ;

c. Melawan hukum;

d. Dilakukan dengan kesalahan;

e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;
Menurut Satochid Kartanegara® menjelaskan bahwa:

“Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif.Unsur yang
objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu
tindakan, suatu akibat, dan keadaan (omstandigheid).Kesemuanya itu
dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan
unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat

dipertanggung jawabkan (toerekeningsvatbaarheid), dan kesalahan”

2.1.3.Jenis-jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi
unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak
pidana.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu,

yaitu :

®Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, Cepat dan Mudah
Memahami Hukum Pidana, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta. him. 39.
% Ledeng Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta. him. 10.
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1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan

dan pelanggaran.

a. Kejahatan
Secara doktrinal kejahatan adalah  rechtdelicht, yaitu
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan,
terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu
undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan,
pencurian, dan sebagainya.

b. Pelanggaran
Jenis tindak pidana ini disebut  wetsdelicht, yaitu
perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari
sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang
merumuskannya sebagai delik. Misalnya : pelanggaran lalu
lintas dan sebagainya

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan

atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

a. Tindak pidana formil
Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan
pada perbuatan yang dilarang.Artinya tindak pidana
dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang
dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat.
Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil
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Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan
pada akibat yang dilarang.Artinya tindak pidana baru
dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah
terjadi.Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya,  tindak pidana dapat
dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana
kealpaan (delik dolus dan delik culpa).

a. Tindak pidana kesengajaan/delik dolus
Adalah  tindak  pidana yang  memuat  unsur
kesengajaan.Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam
Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang
dalam Pasal 245 KUHP, dll.

b. Tindak pidana kealpaan/delik culpa
Adalah  tindak  pidana yang  memuat  unsur
kealpaan.Misalnya :delik yang diatur dalam Pasal 359
KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya
orang, dan sebagainya.

3. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat
dibedakan atas tindak pidana/delikcomissionis, delik omissionis,

dan delik comissionis per omissionis comissa.

Delik comissionis

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap

larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang.Misalnya:



13

melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan

sebagainya.

Delik omissionis

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap
perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.
Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka
persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552

KUHP.

Delik comissionis per omissionis comissa

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap
larangan, akantetapi dilakukan dengan cara tidak
berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh

anaknya dengan cara tidak memberi air

2.2.Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum
2.2.1.Pengertian Penegakan Hukum

Istilah Penegakan hukum cukup luas, oleh karena mencakup
mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di
bidang penegakan hukum.Secara sosiologis, penegakan hukum mempunyai
kedudukan (status) dan peranan (role).Kedudukan (sosial) merupakan posisi

tertentu didalam struktur kemasyrakatan, yang tinggi, sedang-sedang saja
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atau rendah oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu,
lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).®

Penegakan hukumhakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.
Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan
merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan
yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat
di ibaratkanmenarik garis lurus antara dua titik.**

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam
kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,
memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di
dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam
suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin
dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan
cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.*?

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum
ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas
melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum.

Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan

"°Rafika Nur dkk, 2020, Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Anak, Sampan Institute,
Parepare : him. 105

“Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan

Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190

12 Dellyana Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 33
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mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus

menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu
aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.Dan Penegakan hukum
ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas
mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal
maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.Dan dalam
penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan
peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan
nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak
di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan,
yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1. Kepastian hukumHukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap
orang menginginkandapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa
konkret yang terjadi, bagaimanahukumnya, itulah yang harus
diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi.Jadi pada dasarnya
tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukumharus
ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok

harikiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan
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kepastianhukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam
masyarakattercapai.

2. Kemanfaatan Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus
memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat.
Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia).
Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi
manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan
penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya
menimbulkan keresahan.

3. Keadilan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada
hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan,
dimana setiap orang 4 mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan
pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang
biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai
keadilan.Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan.Selain itu
juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe
Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum
sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah As a
Tool of Sosial Engineerning.*

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan

hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk

'3 Darmodiharjo, Darji, 2002, Pokok — Pokok Filsafat Hukum, PT Gramedia Pustaka
Umum, Jakarta
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menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamainan dalam
pergaulan hidup.Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut
perlu diserasikan.

. Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentramman. Nilai
ketertiban bertitk tolak pada keterikatan, sedanngkan nilai
ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah
diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan
dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi
suruhan, kebolehan atau larangan.

. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum Dalam
penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini
merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini
bersifat relatif sehiggasering kali mengaburkan unsur lain yang juga
penting yaitu unsur kepastianhukum.

Adegium yang selalu didengungkan adalah Summun jus, summa
injuria, summa lex, summa crux (hukum yang keras akan dalam
melukai, kecuali keadlian yang dapat menolongnya). Jika keadilan
saja yang dikejar.hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih
jauh dari ketidak- pastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah
orang yang lebih banyak. Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat
negara yang diserahi tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum,

dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum



18

ditaati. Hal ini menurut Mochtar KusumaAtmaja dikatakan : “ Hukum
tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkankekuasaan tanpa

2

hukum adalah kelaliman . sehingga untuk tegaknya hukumperlu

kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatas

kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide
dankonsep-konsephukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.
Penegakan Hukummerupakan suatu proses yang melibatkan banyak
hal.**

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi
3 bagianyaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum
pidanasebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif
(subtantive lawof crime). Penegakan hukum pidana secara total ini
tidak mungkin dilakukansebab para penegak hukum dibatasi secara
ketat oleh hukum acara pidanayang antara lain mencakup aturan-
aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan
pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum
pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana

yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam

“Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : hal 37
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penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan
hukum secara maksimal.

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement
ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-
keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi,
dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan
dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan
actual enforcement.

Menurut  Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor
yangmempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor HukumPraktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada
kalanya terjadipertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,
hal ini disebabkan olehkonsepsi keadilan merupakan suatu rumusan
yang bersifat abstrak, sedangkankepastian hukum merupakan suatu
prosedur yang telah ditentukan secaranormatif. Maka pada
hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanyamencakup law
enforcement, namun juga peace maintenance,
karenapenyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian
antara kaedah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk
mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau
kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting,

kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada
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masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak
hukum.

. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas
pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah
satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.Pendidikan yang
diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis
konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami
hambatan di dalam tujuannya,diantaranya adalah pengetahuan
tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang
selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut
karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan
belum siap.

. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap
warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai
kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan
hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.
Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan.

. Faktor Kebudayaan Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat,
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yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya
bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka
berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian,kebudayaan
adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan
peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang
dilarang.

2.2.2.Polisi dan Kepolisian

Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi
merupakan alat negarasebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri”.

Pengertian polisi , berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang
berarti pemerintahan suatu polis atau kota (Brotodirejo, 1989). Kemudian
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan artipada kata polisi
sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan
ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-
undang atau pegawai negara Yyang bertugasmenjaga keamanan
(Poerwadarminta, 1985).

Secara yuridis, sebagaimana diatur'dalam ketentuan UU No 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian secara gambling dirumuskan bahwa tugas pokok
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Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai
pengayom dan pembimbing masayarakat terutama dalam rangka
kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan
Undang-undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama
Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya
Polri.Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada
Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

1. memelihara keamanan danketertiban masyarakat;

2. menegakkan hukum;

3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat (Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002)

Untuk memelihara keamanan fungsi utamaKepolisian adalah
menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong
seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang.Fungsi menegakkan
hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan
beriringan dengan fungsi perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. Sebagai contoh ketika polisi menerima laporan adanya kasus
Curanmor, maka terdapat beberapa tindakan Polisi yang harus dilakukan:
pertama, menindak lanjuti kasus laporan curanmor dengan melakukan
penyelidikan dan penyidikan dan seterusnya; kedua : memperketat unit
patroli jalan

supaya masyaraat merasa terlindungi; ketiga : melakukan upaya hukum

yang tegas bagi pelaku curanmor supaya terdapat efek jera.
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Istilah Penegak Hukum (law enforcement officer) yang dalam arti
sempit hanya berarti Polisi, dalam arti yang lebih luas mencakup Jaksa,
Hakim dan Pengacara (advokat).Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat
dipergunakan terjemahan dari rechthandhaving, yang artinya penegakkan
hukum.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak
pada kegiatan menyerasikan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-
kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Penegakkan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia (Najwan,
2010). Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan:
“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis
masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses
pembangunan nasional yang ditandai olehterjaminnya tertib dan tegaknya
hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan
membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam
menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran
hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan
masyarakat’ Sedangkan fungsi dan tugas Kepolisian selanjutnya yang
ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai

berikut: 1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah “salah
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satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan
ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan,pengayoman, dan
pelayanan kepadamasyarakat™; 2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002,:
“Kepolisian Negara Republik Indonesiamerupakan alat negara yang
berperan  dalammemelihara keamanan dan ketertibanmasyarakat,
menegakkan hukum, sertamemberikan perlingdungan, pengayoman,
danpelayanan kepada masyarakat dalam rangkaterpeliharanya keamanan
dalam negeri”; 3. Pasall4 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur
mengenaipelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksudPasal 13 UU No.
2 Tahun 2002, bertugas:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan,pengawalan, dan patroli
terhadap  kegiatanmasyarakat dan  pemerintah  sesuai
kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangkamenjamin
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina  masyarakat  untukmeningkatkan  partisipasi
masyarakat, kesadaranhukum masyarakat serta ketaatan
wargamasyarakat terhadap hukum dan peraturanperundang-
undangan;

d. turut serta dalampembinaan hukum nasional;

e. memeliharaketertiban dan menjamin keamanan umum;
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f. melakukan koordinasi, pengawasan, danpembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus,penyidik pengawai negeri sipil, dan
bentuk-bentukpengawasan swakarsa;

g. melakukanpenyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidanadan perundang-
undangan lainnya.

2.3 Tinjauan Umum tentang Perjudian
2.3.1. Tindak Pidana Perjudian
Menurut Pasal 303 KUHP ayat 3 main judi berarti tiap-tiap permainan
yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-
untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si
pemain lebih terlatih atau lebih mabhir. Disitu termasuk segala pertaruhan
tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak
diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga
segala pertaruhan lainnya. Sedangkan menurut Van Bemmelen dan van
Hattum, perjudian membuat asas loon naar arbeid atau asas mendapat
penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya, karena dibangkitannya harapan orang untuk cepat menjadi
kaya tanpa bekerja, Pembangkit harapan itu adalah "keliru dan demi kebaikan
masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan".*®
Masalah perjudian diatur dalam KUHP yaitu Pasal 303 dalam buku ke 1 |

tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 544 buku ke Il I tentang

“Wirjono Prodjodikoro, 2008, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,
PT, Refika Aditama, Bandung. him. 130.



26

pelanggaran mengenai kesopananPasal 303 mengenai 3 macam kejahatan,
semua diancam dengan maksimum hukuman penjara sepuluh tahun atau
denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barang siapa tanpa mendapat
izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan
untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,
atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk
itu;

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada
khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut
serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah
untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau
dipenuhinya sesuatu tata cara,

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;
Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, undang-undang melarang
dilakukannyadua macam perbuatan yaitu :

a. Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk
bermain judi.

b. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk
bermain judi.

Dan tindak pidananya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
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5.
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Unsur subjektif: dengan sengaja
Unsur objektif;

Barang siapa

Tanpa mempunyai hak untuk itu
Melakukan usaha

Menawarkan atau memberikan kesempatan Untuk bermain judi

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimanaperjudian

ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu

perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam

masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat

berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

a. Pasal 303 KUHP

Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau

denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah,
dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:

le. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan
untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata
pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

perusahaan untuk itu;
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2e. dengan sengaja menawarkan atau memberkan kesempatan
kepada khalayak umum untuk bermai judi, atau dengan sengaja
turut serta dalam perusahaan untukitu, dengan tidak
mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu
dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu
cara apapun;

3e. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata
pencaharian.

(2)Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya,
dapat ia dipecat dari jabatannya itu.

(3)Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang
mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya
bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau
pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan
kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah
pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain,
yang tidak diadakan olen mereka yang turut berlomba atau
bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya.

Yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi

(hazardspel). Namun, KUHP tidakmemuat tentang bentuk-bentuk
permaian judi secara rinci. Menurut R.Soesilo '®, tidak semua

permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya

'*R Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. him. 222.



29

permainan-permainan yang mempertarunkan segala sesuatu yang
bernilai dankemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada
kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan
diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette,
bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda,
pertandingan bola, dan sebagainya.

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan
mengenai hal perjudian (hazardspel) yang dimuat dalam ayat (1)31:

1. butir 1e ada dua macam kejahatan;
2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3e ada satu macam kejahatan.

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “
melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan
menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian jenis
kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu :

Unsur-unsur Objektif:

a. Perbuatannya:

1. menawarkan kesempatan;

2. memberikan kesempatan.

b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin

c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur Subjektif :

d. Dengan sengaja
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Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi.Disini
tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1)
menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan
kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa
ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang
yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang
dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibahas kemudian.

Dalam kejahatan pertama terdapat pula unsur kesengajaan.Artinya
si pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan
menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain
judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi
kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan
disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian,
artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang
untuk biaya kehidupannya.secara fisik dengan orang yang melakukan
perbuatan yang terlarang itu.

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan
usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk
pertama, terdiri dari perbuatan  menawarkan kesempatan dan
memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi
sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang
dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan

yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain
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judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau
penghasilan.Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan
kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus
ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha

permainan judi.



2.4. Kerangka Pikir

e Pasal 303 KUHPidana tentang
Perjudian
e UU No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERJUDIAN DI KECAMATAN KABILA
(STUDI KASUS POLSEK KABILA)

! l

Faktor-faktor

Penegakan Hukum Oleh mengahmbat penegakan

Pihak Kepolisian

hukum
e Penangkapan e Faktor Penegak
e Penahanan Hukum
e Penyelidikan e Faktor
e Penyidikan Sarana/fasilitas

OPTIMALNYA TINDAK PIDANA
PERJUDIAN DI KECAMATAN KABILA
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2.5. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.

2. Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk
memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu
pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah
taruhan akan memberikan taruhanya kepada si pemenang.

3. Kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga
ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah
negara.

4. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila
terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan
dan atau peradilan.

5. Penahanan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu
oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim.

6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
dilakukan penyidikan.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari



34

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terangtentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

. Factor penegak hukum adalah pihak — pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.

. Factor sarana fasilitas yakni factor yang mencakup tenaga manusia
yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,peralatan

yang memadai,keuangan yang cukup dan seterusnya.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1.Jenis Penelitian
Metode penelitian normatif-empiris merupakan suatu
metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur
hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan
data atau unsur empiris.*’
3.2.0bjek Penelitian
Adapun objek usulan penelitian ini terfokus pada
penegakan hukum tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan
Kabila.
3.3.Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Kabila dengan waktu
penelitian selama 2 bulan
3.4. Jenis dan Sumber data
3.4.1. Jenis Data
Dalam usulan penelitian ini, calon peneliti menggunakan
informasi yang relevan tentang judul penelitian yaitu
menurut  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana

(KUHPidana).

v Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum,:PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,
hal.27-28
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3.4.2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah
subyek dari mana data di
Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan tiga sumber data
yaitu :

a. Data primer, Data diperoleh langsung dari masyarakat
sebagai sumber informasi pertama melalui survei
lapangan.

b. Data sekunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu
Berisi atau mempelajari buku, peraturan, arsip, register,
atau data yang ada tentang subjek studi, atau dokumen,
literatur, temuan sebelumnya, doktrin atau teori yang
berkaitan dengan subjek studi.

c. Data tersier, Bahan hukum yang memberikan penjelasan
dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder.
Data tersier biasanya diperoleh dari kamus resmi, kamus
bahasa Indonesia, ensiklopedia, dll

3.5. Populasi dan Sampel
3.5.1. Populasi
MenurutBambangSunggono,
Populasiadalahkeseluruhanatauhimpunanobjekdenganciri yang

sama, Populasidapatberupahimpunanorangataubenda, kejadian,
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kasus, dengansifatatauciri yang sama. ‘® Populasi dalam
penelitian ini yaitu penyidik yang ada di Polsek Kabila, Pelaku
Tindak Pidana Perjudian dan masyarakat setempat yang berada
di lokasi perjudian dan pelaku perjudian.
3.5.2. Sampel
MenurutBurhanAshshopa, sampeladalahbagiandaripopulasi

yang dianggapmewakilipopulasi. *°

Berdasarkan  pada
populasidiatasmakapenelitimengambil3
orangsebagaisampelmasing-masing:

1. 2 orang penyidik di Polsek Kabila
2. 1 orang pelaku tindak pidana perjudian
3. 1 orang Masyarakat yang ada di Lokasi Perjudian
3.6. Teknik Pengumpulan Data
Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data disini adalah®:
1. Pengumpulan Data Melalui Observasi
Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dengan
cara melihat, mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga
dapat ditari suatu kesimpulan pada objek penelitian.
2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarenakan

peneliti langsung kesumber masalah atau melakukan langsung

*Bambang Sunggono, 2007,Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda Persada, Jakarta. him. 26.
Burhan. 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian
Kontemporer, Rajawali Pers; jakarta. him. 18.

**Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad,2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,
Pustaka Pelajar: Yogyakarta. him. s280
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wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah
satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan
objek penelitian
3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi
Metode ini melakukan pengumpulan data melalu metode
dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memeilik hubungan
dengan objek penelitian yang dilakukan pengumpulan data melalui
dokumentasi sebagai salah satu bukti kesahihan suatu penelitian.
3.7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang
berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan
data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan
sebelumnya.Secra sederhana analisis data ini disebut sebagai
kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang,
mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan
kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian
dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.?

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif
kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan
cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data
primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk

mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang

*'Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, 2010.Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis,
Pustaka Pelajar:Yogyakarta. him. 183.
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sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan

pemecahan masalah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi

4.1.1. Polres Bone Bolango

Kepolisian Resort Bone Bolango (Polres Bone Bolango) adalah salah
satu instansi dari aparat penegak hukum yang bekerja di bawah naungan
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lebih khususnya lagi
berada di bawah Kepolisian Daearah Gorontalo (POLDA Gorontalo).
Karena  kedudukannya sebagai alat penegak hukum maka Polres Bone
Bolango tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki oleh alat
penegak hukum lainnya, yakni antara lain adalah untuk memelihara
keamanan dan ketentraman masyarakat yang berada di wilayah
kerjanya.Polres Bone Bolango berkedudukan di Jalan Perintis No. 2
(dua), Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango,

tepatnya berada di Ibukota Kabupaten Bone Bolango.

Polres Bone Bolango berdiri sejak tahun 2005. Kepolisian Resort
Bone Bolango dipimpin oleh seorang Kapolresta yakni AKBP Fitrizal Sila,
SH.Polres Bone Bolango memiliki wilayah kerja  yang luas, dengan
membawahi 10 Kepolisian Sektor (Polsek) yangmenjadi tanggung
jawabnya, ke 10 Polsek tersebut adalah Polsek Kabila, Polsek Tapa, Polsek
Bone Pantai, Polsek Suwawa, Polsek Bone, Polsek Bulango, PolsekBone

Raya, Polsek Botupingge, Polsek Kabila Bone, dan Polsek Tilongkabila.

40
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Dalam mendorong semangatdalam melaksanakan tugasnya, polisi
dalam melaksanakan tugasnya juga berdasarkan pada Pedoman Hidup
(Tri-Brata) dan Pedoman Kerja (Catur Prasetya). Berikut ini penjelasan

tentang Tri-Brata dan Catur Prasetya, yaitu:

a. Tri-Brata (Pedoman Hidup), 3 janji:
Kami polisi Indonesia:

1. berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketagwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

2. menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan
dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)  yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;

3. senantiasa  melindungi,  mengayomi, dan  melayani
masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan
dan ketertiban.

b. Catur Prasetya
Sebagai Insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban
demi bangsa dan negara untuk:

1. meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;

2. menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan Hak
Asasi Manusia (HAM);

3. menjamin kepastian berdasarkan hukum;
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4. memelihara perasaan tentram dan damai.Polisi dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu
berpedoman pada Tri-Brata dan Catur Prasetya.

4.1.2.Polsek Kabila
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor (Polsek) Kabila,
Satuanlalu-lintas.Polsek Kabila terletak di JI. Nani Wartabone, Kec.
Kabila,Kabupaten Bone Bolango, Kode Pos : 96115, yang memiliki
aksesbilitas baik dan mudahdijangkau, terhubung langsung dengan Polres
kabupaten Bone Bolango danpusat ibu kota Pemerintahan di Kota
Gorontalo.
Berdasarkan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan
dalam misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini  melalui
kegiatan/operasipenyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara
mudah,responsif, dan tidak diskriminatif.
c. Menjaga keamanan, Kketertiban dan kelancaran lalu lintas
untukmenjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan
dalamnegeri.
e. Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada

masyarakatpatuh hukum.
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f. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif,
proporsional,transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian
hukum dan rasa keadilan.

g. Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern
seluruhsumber ~ daya  Kepolisian  Resort  Kabila  guna
mendukungoperasional tugas-tugas

h. Membangun sistem sinergis polisional interdepartemen dan
lembagalnternasional maupun komponen masyarakat dalam rangka
membangunkemitraan dan jejaring kerja (partnership
building/networking).

i. Senantiasa meningkatkan kualitas SDM yang optimal, operasional
danmodern melalui diklat, dikjur, dikbang dengan didasari iman dan
amalsholeh yang berbudi luhur, dilaksanakan secara berjenjang
danberkelanjutan

4.2.Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap
Tindak Pidana Perjudian di Kecamatan Kabila
Seringnya terjadi tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabila sangatlah
merisaukan  masyarakat setempat. Polisi sebagai pihak yang
bertanggungjawab dalam ketertiban masyarakat terutama dalam mencegah
maraknya perjudian di Kecamatan Kabila, pihak kepolisian yang ada di

Polsek Kabila belum melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
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1) Melakukan Pembinaan, bagi para penjudi yang tertangkap
pihakkepolisan lebih mengedepankan pendekatan dengan cara
pembinaanagar kelak mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2) Melakukan penyuluhan di balai desa akan dampak negatif perbuatan
perjudian dan sanksi pidana yang dapat dikenakan.

3) Bekerjasama dengan masyarakat melaluli Kepala Desa atau Orang yang
memiliki pengaruh ditempat tersebut untuk melakukan patuhi bersama
memerangi tindak pidana perjudian.

4) Menyebar Informan untuk mengendus tempat-tempat perjudian yang
tetap membangkang dan menindaknya secara tegas, serta menjalankan
tugas kepolisian untuk menyidik dan menyelidiki seperti yang diatur

oleh KUHP.

Hal ini menyebabkan pihak pelaku perjudian sering bertambah dan
tetap melakukan tindak pidana perjudian walaupun sudah mendapatkan
peringatan dari warga setempat, bahkan menurut penulis ketika tempat
perjudian yang ada di Kecamatan Kabila tidak ditangani secara serius oleh
pihak kepolisian akan menjadi tempat pencarian nafkah oleh pelaku

perjudian.

Pada hari jumat tanggal 30 oktober pada pukul 13:00 calon peneliti
menanyakan hal tersebut kepada pihak kepolisian yang ada di Polsek
Kabila, dan hasil penuturan dari Kanit Reskrim Polsek Kabila Bapak
Bripka Feriyanto Rahim, S.H CPLC bahwa untuk penegakan hukum pihak

penyidikan hanya melakukan penangkapan itu pun kalau ada pengaduan
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dari masyarakat, begitupula yang dikatakan oleh Bapak Teguh Tri Oetomo
S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek Kabila setelah penangkapan
mereka akan melakukan ke tahap selanjutnya sampai pada penyidikan akan
tetapi jika ada pengaduan dari masyarakat sekitar. sehingga calon peneliti
beranggapan bahwa masih kurang penegakan hukum perjudian bagi
masyarakat yang ada di Kecamatan Kabila.Macam-macam perjudian antara

lain :

1. Permainan Togel
Permainan togel adalah permainan menebak angka yanga
akandikeluarkan bandar/rumah judi pada saat tertentu dengan
imbalan yang sangat fantastis tergantung ketepatan dan jumlah
angka benar yang menjadi tebakan kita, togel banyak disebut toto
gelap.
2. Permainan Kartu
Permainan judi ini menggunakan media kartu untuk mengetahui
siapa yang menang dan siapa yang kalah, banyak sekali jenis
permainan judi kartuyang berkembang di masyarakat seperti judi
menggunakan kartu Domino, poker,Gaple dan giu-giu.
4.2.1.Penangkapan
Pekerjaan Polisi dan kewenangan polisi sebagai penyidik luar biasa
penting dan sulit, mengingat adanya fungsi dalam tugas pokok
KepolisianNegara Republik Indonesia sebagai Undang-undang No. 2 Tahun

2002 tentang kepolisian Negara Kepublik Indonesia bertujuan untuk
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mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya
keamanan danketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta
terbinanyaketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi
penegakhukum yakni sebagai penyidik dalam bidang pengadilan. Tugas
tersebutterutama ditujukan terhadap tindak pidana yang merintangi tujuan
mencapaimasyarakat adil dan makmur.

Dalam melaksanakan tugas pokok Polri memiliki fungsi dan
peranan sebagai pengabdi, pelindung dan pengayom masyarakat.Oleh
karena fungsidan peran tersebut diatas, maka terhadap masyarakat yang
tersebut  yaitumasyarakat yang melanggar peraturan hukum dan
perundangan-undang sertaberbagai macam bentuk pidana, maka polri harus
cepat dan tanggap untukmengambil tindakan berdasarkan peraturan dan
hukum yang berlaku.

Menurut Bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit
Reskrim Polsek Kabila dalam proses penangkapan pihak kepolisian sering
menerima laporan dari warga setempatakan adanya kagiatan perjudian di
wilayahnya, hal ini memungkinkan pihak kepolisian untuk turun langsung
di tempat kejadian perkara dan langsung melakukan penangkapan.

Salah satu terdakwa dalam kasus penangkapan Tindak Pidana
Perjudian yaitu bernama Nirwan Lalu yang sekarang telah menjadi
terpidana dengan nomor perkara 203/Pid.B/2017/PN.GTO. Dalam kasusnya
penulis langsung mewawancarai pelaku tersebut, saudara Nirwan Lalu

mengatakan bahwa pada saat terjadinya penangkapan dia tidaklah sendiri.
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Dia melakukan perjudian tesebut bersama dengan tiga orang temannya.
Pada proses penangkapan terjadi berada dirumah dari salah seorang
temannya yang pada saat itu ditangkap. Menurut saudara nirwan dalam
proses penangkapan tersebut terjadi karena pada saat bersamaan polisi
dengan melakukan patroli, dengan beberapa keterangan masyarakat
seheingga polisi pun langsung mengarah ke tempat kejadian perkara dan
langsung melakukan penangkapan dengan beberapa bukti yaitu sejumah
uang dan beberapa kartu yang digunakan untuk berjudi. Menurut peneliti hal
yang dilakukan pihak kepolisian seperti patroli di Kecamatan Kabila
sangatlah perlu karena disebabkan untuk tempat-tempat perjudian di
Kecamatan Kabila tidaklah hanya satu tempat, dan untuk mengatahui
tempat-tempat tersebut pihak kepolisian seharusnya rutin untuk melakukan
patroli untuk mencegah tempat-tempat yang belum tersentuh di Kecamatan

Kabila aman dari kegiatan perjudian.

Tabel 1:
Data kasus Penangkapanperjudian di Polsek Kabila dari tahun 2016
sampai 2020
NO TAHUN JUMLAH KASUS
Tersangka 3 Orang Permainan Kartu
1 2016
Tersangka 2 Orang Togel
2 2017 Tersangka 4 Orang Togel
3 2018 - -
4 2019 - -
5 2020 Tersangka 8 Orang Permainan Kartu
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Tersangka 3 Orang Togel

Sumber:Polsek Kabila,

Dari tabel diatas dalam kasus perjudian yang terjadi di Kecamatan
Kabila dari tahun 2016 sampai 2017 jumlah kasus perjudian ada 9 kasus
kemudian di tahun 2018 sampai 2019 tidak ditemukan pelaku tindak pidana
perjudian, kemudian di tahun 2020 masuk lagi pelaku tindak pidana
perjudian yang berjumlah 11 orang. Dalam hal ini hanya berselang 2 tahun
pada saat penangkapan, setelah itu berlanjut lagi pada tahun 2020 untuk
kasus perjudian ini, Sehingga diduga penegakan hukum ataupun upaya
untuk menanggulangi persoalan tersebut belum optimal. Menurut peneliti
tindak pidana perjudian di Kabila belum tertasi dengan baik karena pada
dasarnya pihak kepolisian hanya melakukan tindakan ketika ada pelaporan
dari masyarakat, sehingga setelah 2 tahun vacum tindak pidana perjudian
mulai lagi pada tahun 2020.

Sudah menjadi suatu kenyataan di masyarakat didapati selalu
sering terjadi kejahatan. Hal ini tentunya menjadi tugas dan kewajiban Kita
untuk memberantas dan menegakan hukum terhadap perilaku
kejahatantersebut khususnya pihak kepolisian sebagai petugas Yyang
diberikan mandate oleh negara untuk menyidik tindak kejahatan agar dapat
diperosesdipengadilan.Suatu hal yang tidak dapat dibantai siapapun, semua
manusia adalahciptaan Tuhan dan semua mesti kembali kepada Tuhan, tidak
ada kelebihandan kemuliaan antara satu dengan lainnya, semua adalah

sama-samamempunyai harkat dan martabat yang sesuai dengan hak-hak
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azasi yang melekat pada tiap diri manusia. Manusia sebagai hamba tuhan
yang juga sebagai mahluk yang samaderajatnya dengan manusia lainnya
harus ditempatkan pada keluruhan harkatdan martabatnya sebagai mahluk
tuhan.
4.2.2. Penahanan
Penahanan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang
menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau
terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umumatau hakim
dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yangdiatur dalam
undang-undang ini.
Menurut Bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim
Polsek Kabila, penahanan dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 20
KUHAP, yakni:
j.  Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidikpembantu atas
perintah penyidik berwenang melakukanpenahanan;
k. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum
berwenangmelakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
I.  Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilandengan

penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau
penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa
yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,

dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa
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tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan

barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal
dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila
penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak

pidana.

Tabel 3:
Data kasus Penahananperjudian di Polsek Kabila dari tahun 2016
sampai 2020

JUMLAH WAKTU
NO TAHUN KASUS
ORANG PENANAHAN
Tersangka 3 Permainan 20 hari
Orang Kartu
1 2016
Tersangka 2
Togel
Orang 20 Hari
Tersangka 4
2 2017 Togel
Orang 20 Hari
3 2018 - -
4 2019 - -
Tersangka 8 Permainan
Orang Kartu 20 Hari
5 2020
Tersangka 3
Togel
Orang 20 Hari
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Sumber:Polsek Kabila

Dari data table diatas bahwa penahanan yang dilakukan pihak
kepolisian masih sesuai dengan prosedur penahanan, data tersebut diambil
dari pihak kepolisian Sektor Kabila akan tetapi, Menurut keterangan salah
satu warga yang bernama insial WD mengatakan proses penahanan yang
terjadi di Polsek Kabila hanya berselang cepat bahkan hanya ditahan dalam
beberapa hari saja, sehingga masyarakat setempat berfikir untuk
penanggulangan ataupun pencegahan tindak pidana perjudian di Kecamatan

Kabila tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku

Dalam hal ini penulis menanyakan langsung ke pihak Kepolisian
Sektor Kabila terkait penyampaian masyarakat setempat dengan kejadian
tersebut, tapi pihak Kepolisian tidak mau terbuka dengan kasus perjudian
dan proses penahanan yang ada di Sektor Kabila tersebut. Menurut Bapak
Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek Kabila mereka
melakukan proses penangkapan sampai penahanan sudah dengan prosedur
yang ada, akan tetapi semua tidak sesuai dengan fakta dilapangan, hal ini
dibuktikan dengan penanganan Tindak Pidana Perjudian di Kecamatan
Kabila langsung di tangani oleh pihak POLDA Gorontalo. Padahal di
Kecamatan Kabila sendiri ada Sektornya tetapi malah di tangani oleh Pihak
POLDA Gorontalo hal ini menjelaskan bahwa Kepolisian yang ada di
Sektor Kabila tidak mampu menangani persoalan Tindak Pidana Perjudian

yang ada di wilayahnya sendiri.



52

Kemudian berselang beberapa waktu penulis menanyakan langsung
ke pihak POLDA yang menangani langsung perkara tentang perjudian di
tahun 2020, menurut bapak Kombes Pol Novi Irawan SIK sebagai Direktur
Reskrim POLDA Gorontalo beliau mengatakan bahwa dari perkara
perjudian yang terjadi di tahun 2020 ada beberapa tersangka itu yang
melakukan adalah oknum polisi sendiri dalam hal ini penulis menanyakan
langsung beberapa polisi yang terkait dalam tindak pidana perjudian
tersebut tapi pihak kepolisian enggan memberikan keterangan lebih lanjut

terkait oknum polisi yang ditangkap oleh pihak POLDA Gorontalo.

4.2.3. Penyelidikan
Menurut Bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim

Polsek KabilaFungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan
hanyabertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang
sesungguhnyatelah terjadi dan bertugas mambuat berita acara serta
laporannya nantinyamerupakan dasar permulaan penyidikan.Penyelidikan
dilakukan berdasarkan :

a.Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsungoleh

penyelidik/penyidik;
b. Laporan polisi;
c.Berita Acara pemeriksaan di TKP;

d.Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saks

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk
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a.Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu
peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak
pidana atau bukan.

b.Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar
menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya

c.Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Tabel 3:
Data kasus Penyelidikanperjudian di Polsek Kabila dari tahun 2016
sampai 2020
NO TAHUN JUMLAH TAHAPAN
Tersangka 3 Orang Tahap 1 Pemeriksaan
1 2016
Tersangka 2 Orang Tahap 1 Pemeriksaan
2 2017 Tersangka 4 Orang Tahap 1 Pemeriksaan
3 2018 - -
4 2019 - -
Tersangka 8 Orang Tahap 1 Pemeriksaan
5 2020
Tersangka 3 Orang Tahap 1 Pemeriksaan

Sumber:Polsek Kabila

Pada table diatas dijelaskan bahwa dalam tahap pertama yaitu
serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai suatu perbuatan pidana, guna menetukan

dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pihak kepolisian data

untuk kasus penyelidikan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada,
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sehingga dalam proses penyelidikan pihak kepolisian menerapkan apa yang

ada dalam aturan Undang-undang.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya
merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Dalam hal ini
proses penyelidikan dalam perkara Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan

oleh saudara Nirwan Lalu dengan nomor perkara 203/Pid.B/2017/PN.GTO.

4.2.4. Penyidikan

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah
pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya
denganistilah “criminal investigation. Tujuan penyidikan adalah untuk
menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan
pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telahdilakukannya. Untuk
mencapai maksud tersebut maka penyidik akanmenghimpun keterangan
dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.?

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk
mendapatkanketerangan-keterangan tentang :

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan

b. Kapan tindak pidana itu dilakukan

c¢. Dimana tindak pidana itu dilakukan

d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan

e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan

f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan

*Wawancara dengan bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek Kabila
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g. Siapa pembuatnya
Kegiatan Penyidikan® :

a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima
maupunyang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi,
berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan
saksi.

b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh
penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang
adahubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan
hukumtersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi,
penangkapan,penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan.Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk
mendapatkan

c. keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi
danatau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang
terjadisehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang
buktididalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam
beritaacara pemeriksaan yang berwenang melakukan pemeriksaan
adalahpenyidik dan penyidik pembantu.

d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan
kegiatanakhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan

oleh penyidik dan penyidik pembantu.

ZWawancara dengan bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim Polsek Kabila



56

Bahwa dalam proses penyidikan kasus Tindak Pidana Nirwan Lalu yaitu
menggunakan kesempatan untuk main judi yang dilakukan dengan
melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP. Permainan
yang dilakukan saudara Nirwan Lalu yaitu judi jenis giu-giu yang bersifat
untung-untungan. Proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian yakni

menemukan lokasi kejadian tersebut berada dalam rumah salah satu teman

terdakwa.
Tabel 4:
Data kasus Penyidikanperjudian di Polsek Kabila dari tahun 2016
sampai 2020
NO TAHUN JUMLAH TAHAPAN
Tersangka 3 Orang Tahap 2
1 2016
Tersangka 2 Orang Tahap 2
2 2017 Tersangka 4 Orang Tahap 2
3 2018 - -
4 2019 - -
Tersangka 8 Orang Tahap 2
5 2020
Tersangka 3 Orang Tahap 2

Sumber:Polsek Kabila

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahap kedua dalam hal
penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P21), penyidik menyerahkan
tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Pada tahap penyidikan pihak
kepolisian sesuaikan dengan aturan yang ada jadi dalam proses ini masih

sesuai dengan prosedur yang ada.
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4.3. Factor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana
Perjudian Di Kecamatan Kabila

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum
mencakup njang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugaspada
strata atas, menengah dan dibawah.Artinya di dalammelaksanakan tugas-
tugas penerapan hukum, petugas seharusnyamemiliki pedoman, diantaranya
peraturan yang tertulis tertentu yangmencakup ruang lingkup tugasnya.

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib
sosial bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak padapersoaian-
persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kualitasdan kuantitas.
Pengendalian sosial melalui hukum ini akanmenghadapkan individu atau
anggota masyarakat pada altematif pilihanyaitu penyesuaian atau
penyimpangan. sedangkan dalam bentukpenyimpangan atau pelanggaran
yang paling serius sifatnya adalahpelanggaran hukum pidana yang disebut
dengan kejahatan.

Dalam mengungapkan fakta tindak kriminalitas (kejahatan secara
tuntas, diperlukan berbagai ilmu dan pengalaman, sarana ilmu dan cara-cara
tcknis  berdasarkan ilmu pengetahuan termasukkriminalitas, guna
mengungkapkan berbagai masaiah yang timbul,misalnya mengenai pristiwa
kejahatan apa, mengenai waktu dan tempatdilakukan oleh si pelaku, alat
yang dipergunakan, siapa pelakunya bagaimana motofasi dan latar
belakangnya, akibatnya (sarana/objek danakibatnya) beserta pengaruh yang

ada pada si pelaku, cara perbuatan itudilakukan (modus operandi), serta
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kerugian materil yang mungkinterjadi dan dampaknya terhadap korban dan
lingkungan termasuk manusia.

Dengan demikian sebenamya, meskipun hukum pidana danhukum
acara pidana memang peranan penting dalam menyelesaikanpenanganan
masaiah kasus kriminal, tetapi tidak berarti denganmempergunakan kedua
ilmu tersebut dalam menyelesaikan kasuskriminal selalu dapat
menghasilkan suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas, sehingga
mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan.

Oleh karena itu penanganan kasus kriminal sebenamya tidaksemata-
mata harus ditangani dari aspek yuridisnya saja, melainkan harusditangani
dari aspek tehnis dan manusianya, oleh sebab itu salah satuaspek
kriminalitas adalah sebagai masaiah manusia dan aspek yang lainadalah dari
segi tehnis, maka ilmu-ilmu forensik amat membantu didalam tugas-tugas
tersebut guna mengungkapkan suatu kasus kriminal,supaya menjadi lebih
jelas.

Pihak kepolisian dalam hal ini tidak hanya memberantas
ataumenangkap pelaku perjudian.tetapi juga harus memperhatikan faktor-
faktor yang menyebabkan araknya perjudian atau dengan kata lainmengapa
masyarakat mempunyai kebiasaan bermainjudiMenurut Briptu. Deddy
Permana. Selaku Polsek Kabila,"yang menyebabkan maraknya perjudian
adalah karena perjudian merupakan suatu penyakit masyarakat,

mudahdilaksanakan, kapan saja dan kurangnya kesadaran masyarakat
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tentangakibat dari perjudian tersebut.Kemudian faktor yang menyebabkan
seorang melakukanperjudian, yaitu ;

a. Faktor Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang
PenertibanPeijudian terutama Pasal 2 yang mana ancaman
hukumannya cukupberat yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun
atau denda palingbanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah). Namun adacelah disini yang mana seseorang Yyang
melakukan perjudian bukansebagai mata pencahrian maka dapat
memungkinankan perjudiantidak dikenakan hukum pidana serta
tidak diaturnya batas minimalhukuman sehingga dalam prakteknya
seringkali dalam putusanHakim sangat ringan.

b. Faktor Oknum Aparat Penegak Hukum yang kerap menjadi
bekingbagi tempat-tempat perjudian Faktor Masyarakat yang sudah
kecanduan akan permainan judi. Disinilah peran polisi sebagai satu
unsur utama sistem  pidana merupakan prantara sosial yang
melaksanakan  fungsi  pengadilan sosial Dengan demikian
berkerjanya polisi dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak
bertolak dari aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana
yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan
hukum dalam bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan.

Dalam hal ini peranan kepolisian telah diatur dalamUU No. 2 Tahun
2002 Pasal 2, 13, dan 14, serta dalam KUHAP padaPasal 4 dan 6,

ditegaskan untuk menjadi rangkaian pada prosesperadilan dan memiliki
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wewenang melakukan penyelidikan.Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP
Penyelidikan adalah serangkaiantindakan penvidik dalam hal dan menurut
cara Yyang diatur dalamundang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yangterjadi dan guna menentukan tersangka.Dalam
Pasal 6 KUHAP penyidik adalah :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 akan diatur Icbih lanjut dalam peraturan
pemerintah.

Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
ataupenjabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang Kkhusus
olehundang-undang untuk melakukan penyelidikan (menurut Pasal 1 ayat
(1) KUHAP). Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanyatindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenaldari tersangka;

d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;
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g. Mengatakan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
denganpemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;

I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Adapun yang dimaksud ‘tindakan lain' menurut KUHAP Pasal ayat 1
huruf a angka 4 adalah tindakan dari penyidikan untukkepentingan penyidikan

dengan syarat:

e Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;Selaras dengan kewajiban
hukum yang mengharuskan dilakukannyatindakan jabatan;

e Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termaksud dalamlingkungan
jabatannya;

e Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan

memaksa;Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian atas perintah penyidik dapat melakukan tindakanberupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan
danpenyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat,

3. Mengambil sidik jari dan menghadapkan seorang kepada penyidik

Pasal 5(1) KUHAPTugas dan wewenang penyidik tersebut dalam

pelaksanaannyaharus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan
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menghormatihak asasi manusia jika terjadi pelangaran maka penyidik dapat

dikenakan hukuman dan saksi.

4.3.1. Faktor Penegak Hukum

Dalam hal ini menentukan efektif atau tidaknya kinerja Hukum tertulis
yaitu aparat penegak hukum.Dalam hubungan inidikehendaki adanya aparatur
yang handal, sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.
Kehandalan yang dimaksud adalah keterampilan, professional dan mental yang
baik. Menurut Soejono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh dalam
efektivitasHukum tertulis di tinjau dari segi aparat akan tergantung pada
halberikut:

a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yangada.

b. Sampai batas mana petugas memberikan kebijaksanaan.

c. Teladan yang sepeti apa yang sebaiknya diberikan petugas kemasyarakat.

d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang

diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasbatas pada
kewenangannya.

Oknum Aparat Penegak Hukum yang kerap menjadi beking bagi tempat-
tempat perjudian Faktor Masyarakat yang sudah kecanduan akan permainan judi.
Disinilah peran polisi sebagai satu unsur utama sistem pidana merupakan
prantara sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan sosial Dengan demikian
berkerjanya polisi dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari

aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan
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pada pihak lain melakukan penegakan hukum dalam bentuk reaksi sosial formal
terhadap kejahatan.

Beberapa masyrakat sering melihat dalam kasus perjudian tersebut ada
beberapa oknum polisi yang ikut serta dalam kegiatan perjudian yang terjadi di
Kecamatan Kabila.Dalam hal ini penulis menanyakan langsung ke pihak
Kepolisian Sektor Kabila terkait penyampaian masyarakat setempat dengan
kejadian tersebut, tapi pihak Kepolisian tidak mau terbuka dengan kasus perjudian
yang ada di Sektor Kabila tersebut. Menurut Bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku
Bintara Unit Reskrim Polsek Kabila mereka melakukan proses penangkapan
sampai penahanan sudah dengan prosedur yang ada, akan tetapi semua tidak
sesuai dengan fakta dilapangan, hal ini dibuktikan dengan penanganan Tindak
Pidana Perjudian di Kecamatan Kabila langsung di tangani oleh pihak POLDA
Gorontalo. Padahal di Kecamatan Kabila sendiri ada Sektornya tetapi malah di
tangani oleh Pihak POLDA Gorontalo hal ini menjelaskan bahwa Kepolisian yang
ada di Sektor Kabila tidak mampu menangani persoalan Tindak Pidana Perjudian
yang ada di wilayahnya sendiri.

4.3.2. Faktor Sarana/Fasilitas

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat
pelaksana dalam melakukan tugasnya.Saranadan prasarana yang dimaksud adalah
prasarana yang digunakansebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.
Soerjono Soekanto,memprediksi patokan efektivitas Faktor-faktor tertentu dari

prasaranatersebut harus secara jelas memang menjadi bagian Yyang
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memberikankontribusi untuk kelancaran tugas-tgas aparat ditempat atau
dilokasikerjanya. Adapun hal tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah terpelihara dengan baik

2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengancmemperhitungkan

angka waktu pengadaannya.

3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki

5. Prasarana yang macet perlu segera dilancanrkan fungsinya perlu

ditingkatkan lagi fungsinya.

Tabel 5 :
Data Sarana dan Fasilitas Polsek Kabila
NO | SARANA DAN FASILITAS JUMLAH
1 Senjata 3 Buah
2 Mobil Patroli 1 Buah
3 Motor 3 Buah

Sumber: Polsek Kabila

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa sudah jelas untuk sarana dan personil
yang ada di Polsek Kabila sangatlah kurang untuk satu wilayah Kecamatan,
menurut keterangan Bapak Teguh Tri Oetomo S.H Selaku Bintara Unit Reskrim
Polsek Kabila bahwa memang untuk sarana dan fasilitas yang di Polsek Kabila
sangatlah minim bahkan apabila ada operasi kita harus meminjam kenderaan dari

Polres Bone Bolango.
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Kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi Polsek
Kabila untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian. Secara
Geografis daerah Kecamatan Kabila tidak hanya mencakup suatu daerah saja
tetapi juga mencakup beberapa Kelurahan/Desa dimana Kelurahan tersebut ada
yang berada di Kota dan juga ada yang berada di perkampungan, diantara
Kelurahan/Desa tersebut daerahnya terpencil seperti Kelurahan Tumbihe,
Kelurahan ini memiliki potensi terjadinya tindak pidana perjudian terkhusus Judi
Kartu dan Judi Togel. Keterbatasan mobil dinas inipun dapat menjadi penghambat
bagi aparat Polisi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian
dengan tidak adanya mobil dinas maka begitu ada laporan perjudian dari
masyarakat, maka Polisi tidak dapat cepat sampai di lokasi kejadian, bisa jadi
sebelum Polisi tersebut sampai di TKP, para pelaku perjudian itu telah melarikan
diri terlebih dahulu, sehingga penyelidikan pun gagal dilakukan, yang dimana
dalam melakukan tugas-tugasnya tersebut pihak Kepolisian membutuhkan biaya

yang banyak.

Terbatansya jumlah porsenil dalam pengawasan maupun dalam melakukan
operasi penggrebekan.Faktor ini juga disebabkan dari luasnya wilayah geografis
Kecematan Kabila. Kurangnya personil ini merupakan kendala yang cukup berat
bagi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh
masyarakat khusunya tindak pidana perjudian. Pihak Kepolisian sulit untuk
membagi tugas sesuai kemampuan anggotanya karena masing masing mengawasi
daerah yang cukup luas itu merupakan hal yang sulit bagi pihak Kepolisian untuk

menjalankan tugasnya dengan baik.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjudian, maka
dapat disimpulkan bahwa ;

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Polsek Kabila
belum efektif, karena pihak kepolisian Sektor Kabila belum
melakukan pencegahan terhadap tindak pidana perjudian di
Kecamatan Kabila yaitu dengan Melakukan Pembinaan, Melakukan
penyuluhan di balai desa, dan Bekerjasama dengan masyarakat
melaluli Kepala Desa atau Orang yang memiliki pengaruh ditempat
tersebut untuk melakukan patroli bersama memerangi tindak pidana
perjudian.

2. Kendala dalam pemberantasan perjudian di Polsek Kabila, yaitu
Faktor Penegak Hukum vyang kurang dalam hal memberikan
sosialisasi, patroli dan kerja sama dengan masyarakat setempat dalam
hal pencegahan tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabila. Factor
Sarana/Fasilitas juga sangatlah berpengaruh terhadap Kkinerja dari
pihak kepolisian karena dengan minimnya sarana/fasilitas yang

dimiliki Sektor Kabila akan berpengaruh terhadap kinerja kepolisian.
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5.2. Saran

Dari uraian yang dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian, karena judi itu lebih
banyak kalahnya dari pada menang, dan hal tersebutdilarang oleh hukum
negara dan hukum agama;

2. Kepada penegak hukum untuk lebih sering mengadakan patroli dan

mengadakan penyuluhan tentang akibat dari perjudian.
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ABSTRACT

SINTIA SAPUTRI RADJAB. H1117164. THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL
LAW AGAINST GAMBLING IN KABILA SUBDISTRICT (A CASE STUDY AT
KABILA SECTOR POLICE OFFICE)

This study aims to find: (1) the application of sanctions imposed by the police on
gambling crimes in Kabila Subdistrict, and (2) the obstacles experienced in the police’s
efforts to tackle gambling crimes in Kabila Subdistrict. The method used in this
research is normative-empirical research, which in this case combines the elements of
normative law and the additional data with empirical dimensions. Based on the
discussion, the results of this study indicate that: (1) as the party responsible for public
order, especially in preventing the rampant gambling, the police, especially the Kabila
Sector Police, has provided guidance and counseling, and (2) the obstacles in__
eradicating gambling at Kabila Sector Police are the law enforcement factors y'f“/

police).

Keywords: criminal act, gambling




ABSTRAK

SINTIA SAPUTRI RADJAB. H1117164. PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PERJUDIAN DI KECAMATAN KABILA (STUDI KASUS
POLSEK KABILA)

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak
kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kecamatan Kabila, dan (2) kendala yang
dialami dalam upaya pihak kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian
yang ada di Kecamatan Kabila. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini
penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini
menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan
data atau unsur empiris. Berdasarkan  pembahasan, hasil  penelitian ini
menunjukkan bahwa: (1) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam ketertiban
masyarakat terutama dalam mencegah maraknya perjudian, kepolisian khususnya
Polsek Kabila melakukan pemblnaan dan penyuluhan dan (2) Kendala datams

memberikan sosialisasi, patroli, dan kerjasama dengan masyarakat s
samping itu, faktor sarana atau fasilitas juga sangat berpengaruh terhadap
pihak kepolisian (minimnya sarana atau fasilitas yang dimiliki Polsek Kahi
memengaruhi Kinerja kepolisian). ’

Kata kunci: tindak pidana, perjudian
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